
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN HUKUM 

 

 

 

A. Metode Pendekatan 

 

 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif. Pendekatan ini dipilih berdasarkan rumusan masalah yang diteliti 

berkenaan dengan pengaturan tentang pendaftaran paten sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2001 tentang Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata 

Cara Permintaan Paten. Selain itu, berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkenaan dengan pemohon 

pengajuan paten,  yaitu BPPT. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti 

ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum Paten. Meskipun demikian, penelitian ini juga 

didukung dari data hasil wawancara untuk menambah jelas dan terang tentang 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 
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C. Sumber Data 

 

Sesuai dengan penelitian ini, maka sumber yang digunakan adalah bahan-bahan 

hukum. Dalam hal ini bahan-bahan hukum terdiri dari: 

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pemgembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, dan 

Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 

281/Kp/KA/XI/2002 tentang Sistem Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di 

Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa 

dan memahami bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, buku-buku ilmu 

pengetahuan hukum yang berkaitan dengan HKI khususnya Paten, yang secara 

pribadi dan yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagaimana dicantumkan 

dalam daftar pustaka; 

3. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori-teori dan pendapat-

pendapat dari sarjana-sarjana atau ahli hukum, serta artikel internet yang 

berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Disamping itu juga, 

didukung dari hasil wawancara dengan responden yang ditentukan secara 

purposif, yaitu pejabat-pejabat dari BPPT Jakarta. 
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D. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Pengumpulan 

data dilakukan sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu:  

1. Data berupa bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi 

kepustakaan, yaitu pada Perpustakaan BPPT Lampung yang beralamat di 

Negara Bumi Ilir, Bandar Jaya Lampung Tengah, dan juga dikumpulkan 

melalui internet. 

2. Data hasil wawancara sebagai data pendukung diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Fidel Kasman dan Kardiman 

selaku Pejabat Biro Umum dan Humas Bagian Hukum BPPT Jakarta yang 

beralamat di Jl. M.H Thamrin 8, Jakarta Pusat. Surat keterangan riset 

terlampir. 

 

 

E. Pengolahan Data 

 

Data yang terkumpul diolah sesuai dengan jenis data tersebut, yaitu: 

1. Data berupa bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara seleksi data, 

memilih buku-buku dan literatur; 

2. Data hasil wawancara dikaji dengan mengaitkan pada substansi penelitian; 

3. Klasifikasi data, yaitu seluruh data yang diperoleh disusun dan kemudian 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 
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F. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan 

penafsiran baik terhadap bahan-bahan hukum primer maupun dari hasil 

wawancara. Hasil penafsiran itu kemudian disusun kembali secara sistematis 

untuk menjawab penelitian ini. 

 

 

 


